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NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 2 TAHUN 2016
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DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

[y

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran
koefisien bangunan gedung, maka perlu dilakukan
perubahan terhadap Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2
Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota tentang
Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun

2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4247);



10.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan :

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3239);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Kota Lhokseumawe
Tahun 2015 Nomor 10);

14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Kota
Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE
MEMUTUSKAN:

QANUN KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor
2 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 2), diubah

sebagai berikut:



1.

Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.

Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota
adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh
seorang Walikota.

Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan
fungsi dan kewenangan masing-masing.

Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya
disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut
DPMPTSP dan Tenaga Kerja adalah Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kota Lhokseumawe.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kota berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan
lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan
sah atau diperbolehnya seseorang untuk melakukan

usaha atau kegiatan tertentu.
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11.
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13.

14.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk
menampung seluruh  penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Daerah.

Bendaharawan Penerimaan adalah Bendaharawan
Khusus Penerima pada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lhokseumawe.
Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.

Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan
bukan gedung.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik hunian atau tempat tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya,
maupun kegiatan khusus.

Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan
fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan
tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air,
yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau
tempat tinggal.

Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut
IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah
kota kepada Pemohon untuk membangun baru,

rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka
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melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
Mengubah bangunan adalah mengganti atau
menambah bangunan yang ada, termasuk
membongkar bagian yang berhubungan bangunan
tersebut.

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau
merobohkan seluruh atau sebagian bangunan,
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan
sarananya.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat penetapan
yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang
telah ditetapkan.
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah
dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan

retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 6 klasifikasi

bangunan gedung atau bukan gedung dan huruf c angka

1 dan angka 7 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus

yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan,
jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan

bangunan.

(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan bobot (koefisien).



(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan sebagai berikut:
a. koefisien luas lantai bangunan gedung atau

bangunan bukan gedung, meliputi:

NO LUAS LANTAI KOEFISIEN
1. Luas Lantai s/d 100 M2 1,00
2. Luas Lantai s/d 250 M2 1,50
3. Luas Lantai s/d 500 M? 2,50
4. Luas Lantai s/d 1.000 M2 3,50
5. Luas Lantai s/d 2.000 M2 4,00
6. Luas Lantai s/d 3.000 M2 4,50
7. Luas Lantai > 3.000 M2 5,00

b. koefisien jumlah lantai bangunan gedung atau

bangunan bukan gedung, meliputi:

NO JUMLAH LANTAI KOEFISIEN
1: Bangunan Gedung 1 Lantai 1,00
2. Bangunan Gedung 2 Lantai 1,50
3. Bangunan Gedung 3 Lantai 2,50
4. Bangunan Gedung 4 Lantai 3,50
5: Bangunan Gedung 5 Lantai keatas 4,00
6. Bangunan Bukan Gedung

- Bangunan Reklame 4,00

- Bangunan Menara < 42 Meter 5,00

- Bangunan Menara > 42 Meter 6,00

- Selain Bangunan Reklame dan 2,00
Menara

c. koefisien fungsi bangunan gedung atau bangunan

bukan gedung, meliputi:

NO FUNGSI BANGUNAN KOEFISIEN
1; Sosial dan budaya 2,00
2. | Keagamaan 0,50
3: Hunian 1,00
4. Usaha 2,00
5. | Ganda/campuran 2,50
6. | Khusus 3,00
7. | Bangunan bukan gedung 2,00

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung dengan perkalian
koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a, huruf b dan huruf c.




Pasal II
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 2 November 2017 M
12 Shafar 1439 H

%LIK TAL WEUMAWE,/{
( .

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal _2 November 2017 M
12 Shafar 1439 H
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AEE

/

BUKHARI
/

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH (4/107/2017)



PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

l. UMUM

Bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe menjadi Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe
sesuai dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Nomor
serta adanya perubahan besaran koefisien bangunan gedung, maka perlu
dilakukan perubahan terhadap Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun

2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.
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